PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
REPUBLI K | NDONESI A ( PERPU)
NOMOR 10 TAHUN 1962 (10/ 1962)
TENTANG
PENCABUTAN UNDANG UNDANG KRI SI'S | MPCR 1933

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni nbang:

1. bahwa dal am rangka pel aksanaan Ekonom Ter pi npi n dan Konando
Tertinggi Operasi Ekonom, perlu segera dianbil tindakan-
ti ndakan penerti ban nengenai peraturan-peraturan yang tidak
sesuai | agi dengan keadaan dewasa i ni

2. bahwa ber hubung dengan hal tersebut pada sub 1, dianggap perlu
nmeni nj au kenbal i Undang-undang Krisis |npor 1933,

3. bahwa karena keadaan nenaksa, hal tersebut diatur dengan
Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang- undang.

Mengi ngat :

1. Pasal 22 dan pasal 33 Undang- undang Dasar

2. Ketetapan MP.R S. No. | dan I1/MPRS/ 1960;

3. I nstruksi Presiden/Panglima Besar Konmando Tertinggi Operasi
Ekonom No. 2/Ko. T.QE. tertanggal 18 Mei 1962;

4. Undang- undang Krisis Inport 1933.

MEMUTUSKAN :

Menet apkan
Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang tentang Pencabutan
Undang- undang Krisis | npor 1933.

Pasal 1.

Mencabut Undang-undang Krisis |Inpor 1933 (Lenbaran-Negara
tahun 1933 No. 349) serta senua peraturan pel aksanaannya

Pasal 2.

Per at ur an Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini rmnulai berl aku
pada hari di undangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya, nenerintahkan
pengundangan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini
dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negar a Republ i k | ndonesi a.

D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 1962,
Presi den Republi k I ndonesi a,
ttd.
SUKARNQ,

D undangkan di Jakarta



pada tanggal 3 Agustus 1962.
Sekretaris Negar a,

MOCHD. | CHSAN

PERATURAN PEVERI NTAH PENGGANTI
UNDANG- UNDANG NOMCR 10 TAHUN 1962
TENTANG
PENCABUTAN UNDANG- UNDANG KRI SIS | MPCR 1933.

UMUM

Undang- undang i ni di adakan ol en Peneri ntah H ndi a Bel anda guna
menbendung arus barang dari Luar Negeri dengan jalan penbatasan
bar ang- barang inpor, terutama ditujukan terhadap sistim dunping
yang di adakan ol eh Jepang, dalam rangka nelindungi industri di
Negeri Bel anda. Karena pada waktu ini Undang-undang Krisis |npor
tersebut juga tidak dipergunakan dalam penbatasan barang-barang
i npor dan Kkebijaksanaan dalam inpor didasarkan antara |ain atas
per setujuan dagang antar Negara, maka Undang-undang itu perlu
di cabut .

PASAL DEM PASAL.

Pasal 1 dan 2.
Cukup j el as.

D ket ahui
Sekretaris Negara

ttd.
MOHD. | CHSAN
CATATAN

Kut i pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAVBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962
YANG TELAH DI CETAK ULANG

Sunber: LN 1962/ 44; TLN NO. 2471



